
 

 

 

BUPATI GIANYAR 

PROVINSI BALI 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  

NOMOR 4 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 4 

TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  GIANYAR, 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan yang cepat, mudah, 

dan berkepastian hukum sangat dibutuhkan untuk  

meningkatkan ekosistem investasi, kegiatan berusaha, 

serta menjaga kualitas perizinan di Kabupaten Gianyar 

yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko, penerbitan perizinan 

berusaha di daerah terintegrasi yang dikelola dan 

diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan 

penyelenggara online single submission: 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan 

sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 

2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan; 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023  Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6871); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

dan 

BUPATI GIANYAR 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 4 

TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN USAHA 

PERDAGANGAN. 

  

 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Surat Izin Usaha Perdagangan  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 



Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Gianyar. 

 

 
Ditetapkan di Gianyar 

pada tanggal 5 September 2023 

BUPATI GIANYAR, 

 

               ttd 

 

I MADE MAHAYASTRA 

Diundangkan di Gianyar 

pada tanggal 5 September 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR, 

 ttd 

 

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 4. 

 

NOREG   PERATURAN   DAERAH   KABUPATEN   GIANYAR PROVINSI 

BALI : (4, 33/ 2023)



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

NOMOR 4 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 4 

TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN 

 

I. UMUM 

Penyelenggaraan perizinan yang cepat, mudah, dan berkepastian 

hukum sangat dibutuhkan untuk  meningkatkan ekosistem investasi, 

kegiatan berusaha, serta menjaga kualitas perizinan di Kabupaten 

Gianyar yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kewenangan penerbitan 

perizinan berusaha di daerah dilaksanakan terintegrasi secara 

elektronik oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single 

submission, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan sudah tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu 

dicabut. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 

NOMOR 4. 


